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 Dalam istilah perceraian dikenal dengan tiga bentuk 
perceraian diantaranya, talak, cerai gugat, dan khulu. Khulu‟ 
merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, yang diajukan 
dari seorang istri kepada suaminya, berbeda dengan  bentuk perceraian 
lainnya, dalam khulu‟ terdapat uang tebusan ganti rugi  atau „iwadh. 
Istilah iwadh dalam khulu‟ menunjukkan kewajiban istri menebus 
diri dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah 
diterimanya (mahar). Dalam Islam uang iwadh harus disearhkan 
kepada pihak suami, namun yang teradi saat ini, uang iwadh justru 
diserhkan kepada pengadilan agama.  
 Perumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya: 
Bagaimana implementasi pembayaran uang iwadh dalam cerai gugat di 
Pengadilan Agama Serang? Bagaimana pandangan hukum Islam 
mengenai implementasi pembayaran uang iwadh dalam cerai gugat di 
Pengadilan Agama Serang? 
 Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya untuk mengetahui 
penerimaan dan penyaluran uang iwadh dalam cerai gugat di 
Pengadilan Agama Serang. Untuk mengetahui pandangan hukum 
Islam mengenai implementasi pembayaran uang iwadh .dalam cerai 
gugat di pengadilan agama serang. 
 Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama dengan 
mengguna metode penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan deskriptif/kualitatif. Seluruh data dianalisis secara 
deduktif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa implementasi 
pembayaran uang iwadh dalam cerai gugat di Pengadilan Agama 
Serang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di 




penerimaan uang iwadh tersebut, karena uang iwadh tersebut 
dipergunakan untuk kepentingan ibadah sosial. Pandangan hukum 
Islam mengenai implementasi pembayaran uang iwadh dalam cerai 
gugat di Pengadilan Agama Serang tidak terjadi perbedaan pendapat 
namun jika uang iwadh diberikan kepada Pengadilan Agama untuk 
kemaslahatan umum dan tujuan ibadah maka harus terlebih dahuku 
diketahui suami. Karena uang iwadh yang di Pengadilan Agama 
diberikan jika ada pelanggaran dalam taklik talak.  
 




1. Latar Belakang 
Pernikahan merupakan sunnahtullah yang 
umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik 
pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 
Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh 
Allah Subhanahu Wa Ta‟ala, sebagai jalan bagi 
makhluk-nya untuk berkembang biak, dan 
melestarikan hidupnya. Untuk itu, melalui pernikahan 
kita dapat memenuhi kebutuhan baik jasmani dan 
rohani, karena dengan adanya pernikahan itu, 
persetubuhan yang tadinya diharamkan menjadi halal 
untuk dilakukan.  
Pernikahan, menurut bahasa Arab disebut 
dengan al-nikah yang bermakna al-wathi‟ dan al-dammu 
wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-
dammu wal al-jam‟u atau „ibarat „an al wath‟ wa al-„aqd 
yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. 
Menurut ulama fiqh pernikahan adalah akad yang 
menyebabkan kehalalan melakukan hubungan tubuh 
(persetubuhan). 
Hukum asal suatu pernikahan adalah mubah, 




telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan 
menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban 
ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. 
Nikah bisa menjadi sunnah, bagi orang-orang yang 
sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan 
dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini 
maka nikah lebih baik daripada membujang karena 
membujang tidak diajarkan oleh Islam.  
Nikah bisa menjadi haram, bagi orang yang 
tahu bahwa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan 
hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir, 
seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan 
kewajiban batin seperti mencampuri istri. Dari uraian 
tersebut di atas menggambarkan bahwa, dasar 
perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa 
menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah, tergantung 
dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.  
Adapun pernikahan didalam UU Perkawinan 
No 1 Tahun 1974, yang termuat dalam pasal 1 
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.  
Kemudian, perkawinan menurut Kompilasi 
Hukum Islam yang terdapat pada pasal 2, pernikahan 
ialah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan, 
untuk mentaati Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. Kata miitsaqan ghalidhan ini ditarik 
dari firman Allah Ta‟ala yang terdapat pada surat an-
Nisa ayat 21: 
                    




Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah 
kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan 
mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian 
yang sangat kuat (miitsaqan ghalidhan). (Q.S. an Nisa (4) 
ayat 21). 
Dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah 
tangga, pasangan suami istri pasti akan menemukan 
dan merasakan ujian serta cobaan didalamnya, yang 
mana dalam menghadapinya tidak semudah yang 
dipikirkan, sehingga apabila pasangan suami istri 
tersebut tidak mengadapi ujian dan cobaan tersebut 
dengan sabar dan bijak, maka hal yang tidak 
diinginkan pasti bisa terjadi seperti perceraian.  
Perceraian dalam bahasa Arab disebut talak 
yang artinya melepas tali perkawinan atau 
menghilangkan ikatan perkawinan. Kemudian 
perceraian menurut istilah adalah, pengakhiran suatu 
perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan 
hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua 
belah pihak dalam perkawinan. Kemudian dalam fikih, 
thalak juga disebut khulu‟ yang artinya melepaskan. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan atas 
tuntutan salah satu pihak atau keduanya karena suatu 
sebab yang diputuskan oleh hakim, yang setelah 
terjadinya keputusan tersebut status suami istri yang 
mereka dapatkan telah terhapus.  
Perceraian ini sudah diatur di Undang-undang 
Perkawinan yang  terdapat didalam pasal 38 sampai 








Sehingga dengan demikian, perceraian adalah salah 
satu sebab putusnya sebuah ikatan perkawinan.  
Talak dalam KHI adalah ikrar suami dihadapan 
sidang pengadilan agama, yang menjadi salah satu 
sebab putusnya perkawinan. Perceraian melalui jalan 
khulu‟ di Pengadilan Agama harus disertai alasan 
perceraian dan pelanggaran taklik talak yang berarti 
“penggantungan talak”. Yang dimaksud denga thaklik 
talak ialah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami 
menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya 
apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu 
atau semua yang telah diikrarkan. 
Di masyarakat Indonesia telah tersedia 
peraturan atau hukum yang mengatur tentang 
perceraian, baik dari undang-undang maupun dari 
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian mengenai 
uang iwadh, didalam KHI diterangkan dalam pasal 
148, yaitu: 
1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian 
dengan jalan khulu‟, menyampaikan 
permohonannya kepada Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-
alasannya.  
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan 
memanggil istri dan suaminya untuk didengar 
keterangannya masing-masing. 
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama 
memberi penjelasan tentang akibat khulu‟ dan 
memberikan nasihat-nasihatnya. 
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang 
besarnya uang iwadh atau tebusan, maka 
Pengadilan Agama memberikan penetepan tentang 
izin bagi suami untuk mengikrarkan thalak nya di 




penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding 
dan kasasi.  
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 131 ayat (5). 
6. Dalam hal tidak tersampai kesepakatan tentang 
besarnya uang tebusan atau iwadh Pengadilan 
Agama memeriksa dan memutuskan sebagai 
perkara biasa. 
Mengenai besarnya uang tebusan (iwadh) yang 
diatur dalam Keputusan Mentri Agama No 441 tahun 
2000 yang besarnya adalah Rp. 10.000. Namun di 
Indonesia ini, dapat kita ketahui bahwa perceraian itu 
dilakukan di depan Pengadilan Agama, maka 
perceraian yang diajukan oleh istripun harus diputus 
didepan pengadilan begitupun dengan uang tebusan 
(uang iwadh) itu diserahkan melalui pengadilan tidak 
langsung kepada suami. Maka daripada itu penulis 
merasa tertarik dan akan mengangkat permasalahan 
tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul 
“Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di 
Pengadilan Agama Serang Dalam Persepektif Hukum 
Islam” 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 
diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disusun 
penulis dalam Pembayaran dan Pendistribusian Uang 
Iwadh di Pengadilan Agama Serang Dalam 
Persepektif Hukum Islam, sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi pembayaran uang iwadh 
dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai 
implementasi pembayaran uang iwadh dalam cerai 






3. Tujuan Penelitian  
  Dari latar belakang dan rumusan masalah yang 
telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa 
tujuan umum dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerimaan dan penyaluran 
uang iwadh dalam cerai gugat di Pengadilan Agama 
Serang. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam 
mengenai implementasi pembayaran uang iwadh 
.dalam cerai gugat di pengadilan agama serang. 
 
4. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian 
yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan 
teori hukum serta melihat realita yang terjadi di 
lapangan. 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research) dengan pendekatan deskriptif/kualitatif. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama 
Serang-Banten. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penlitian ini 
menggunakan teknik-teknik berikut: 
1) Wawancara, yaitu kegiatan tatap muka untuk 
mendapatkan informasi secara langsung dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diteliti. 
Dalam hal ini penulis mewawancarai petugas 





2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan 
langsung untuk mendapatkan data yang 
berkaitan dengan masalah yang penulis bahas. 
3) Studi dokumentasi, yaitu kegiatan perolehan 
data atau pengetahuan dengan cara mengkaji 
dan menganalisis dokumen yang dianggap 
menunjang kegiatan penelitian tersebut.  
4. Pengolahan Data 
  Pengolahan data penelitian dengan 
menggunakan teknik analisis induktif yaitu cara 
berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-
kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju 
kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum. 
5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini meliputi 
Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. Dipaparkan 
pula telaah pustaka yang berisi tentang tinjauan 
umum khulu dan uang iwadh yaitu pengertian 
khulu dan uang iwadh, dasar hukum khulu dan 
uang iwadh, rukun dan syarat khulu, tujuan dan 
hikmah khulu, dan akibat khulu. 
 
Telaah Pustaka 
1. Pengertian Khulu dan Uang Iwadh 
Khulu‟ yang terdiri dari lafaz kha-la-a‟ ( -ل-خ
 yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi (ع
berarti menanggalkan atau membuka pakaian. 
Dihubungkannya kata khulu‟ dengan perkawinan 
karena dalam Al-Qur‟an disebutkan suami itu 
sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu 
merupakan pakaian bagi suaminya sedalam surat 




.....             .......         
 Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu 
merupakan pakaian bagi mereka. (Q.S. al-Baqarah (2) 
ayat 187). 
Penggunaan kata khulu‟ untuk putusnya 
perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi 
suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari 
suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam 
beberapa kitab fiqih, khulu‟ diartikan dengan 
putusnya perkawinan dengan memberikan uang 
tebusan dengan menggunakan ucapan talak atau 
khulu‟. Ibnu Hazm berkata dalam kitab al-Muhalla 
(XI/584) ia mengatakan kata khulu‟ juga 
bermakna tebusan yang diberikan ketika istri tidak 
lagi menyukai suaminya dan takut tidak dapat 
memenuhi hak-haknya. Atau istri takut jika suami 
akan membencinya dan tidak dapat menunaikan 
hak-haknya. 
Sedangkan secara fiqh, khulu‟ memiliki 
beberapa makna menurut istilah masing-masing 
madzhab. Menurut madzhab Hanafi, khulu adalah 
penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang 
bergantung pada penerimaan si istri, dengan lafal 
khulu‟ dan kalimat lain yang memiliki makna yang 
sama. Kalimat, “Bergantung kepada penerimaan 
si istri” membuat keluar dari makna khulu‟ ini 
ucapan suami yang berbunyi “Aku khulu‟ kamu” 
tanpa menyebutkan harta dengan niat talak. 
Akibatnya ucapan ini membuat jatuh talak ba‟in, 
dan tidak membuat hilang hak si istri melakukan 
khulu‟, karena talak ini terjadi tanpa bergantung 
kepada penerimaan si istri. Penerimaan si istri, 
menunjukan bahwa khulu‟ terjadi dengan ganti. 




ada penerimaan dari si istri. Kalimat “Dengan 
lafal khulu” membuat thalak berdasarkan iwadh 
harta keluar dari definisi khulu‟ ini karena thalak 
yang seperti ini tidak membuat jatuh hak istri. 
Sedangkan kalimat, “Atau kalimat lain 
yang memiliki makna yang sama dengan khulu‟” 
maka masuk kedalam kalimat ini lafal mubara‟ah  
juga lafal jual-beli, maka lafal ini, menjatuhkan 
berbagai hak istri termasuk diantaranya adalah hak 
mahar. Kemudian, menurut madzhab Hanafi, 
khulu‟ memiliki lima lafal, yaitu: al-mubara‟ah 
(pembebasan), thalak, al-mufaraqah (perpisahan), 
dan syiraa (membeli). Misalnya seorang suami 
berkata “Aku khulu kamu dengan ini” “Aku 
bebaskan kamu” atau “Aku pisahkan kamu,” 
“Thalaklah dirimu dengan seribu,” “Juallah 
dirimu,” atau thalakmu berdasarkan segini,” maka 
si istri menerima.  
Definisi khulu‟ menurut pendapat 
madzhab Maliki adalah, thalak dengan iwadh, baik 
thalak ini berasal dari istri maupun dari orang lain 
yang selain istri yang terdiri dari wali atau thalak 
yang diucapkan dengan lafal khulu‟. Definisi ini 
menunjukan bahwa ada dua khulu‟: Pertama, yaitu 
yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan 
iwadh harta. Kedua, thalak yang terjadi dengan 
lafal khulu‟ meskipun tidak berdasarkan iwadh apa-
apa. Misalnya si suami berkata kepada si istri, 
“Aku khulu kamu,” atau “Kamu terkhulu.” 
Dengan kata lain, si istri atau orang lain 
memberikan harta kepada suami agar menthalak si 
istri. Atau membuat jatuh hak si istri yang harus 
dipenuhi oleh suami, maka dengan khulu‟ ini jatuh 




mencakup perpisahan yang terjadi dengan iwadh 
atau dengan tanpa iwadh.  
Madzhab Maliki berpendapat bahwa khulu‟ 
memiliki empat lafal, yaitu: khulu‟ al-mubara‟ah, 
ash-shulhu (perdamaian), al-fidyah atau al-mufaadaah 
(tebusan). Semuanya ditafsirkan dengan satu 
makna, yaitu si istri memberikan iwadh untuk 
penalakannya. Kecuali biasanya nama khulu‟ di 
khususkan kepada penyerahan kembali semua 
pemberian yang pernah diberikan oleh si suami 
kepadanya. Dan lafal ash-shulhu adalah penyerahan 
sebagian pemberian, al-fidyah penyerahan harta 
yang melebihi jumlah pemberian, dan al-mubara‟ah 
adalah menjatuhkan hak istri yang seharusnya 
dipenuhi oleh suami.  
Definisi khulu‟ menurut madzhab Syafi‟i 
adalah perpisahan antara suami istri dengan 
menggunakan iwadh dengan lafal thalak atau 
khulu‟. Seperti ucapan seorang suami kepada 
istrinya, “Aku thalak kamu atau aku khulu kamu 
berdasarkan ini,” maka si istri menerima. Ini 
adalah definisi yang paling pas karena sesuai 
dengan maksud yang ingin dituju pada khulu‟ 
disini, juga sesuai dengan pemahaman manusia 
dan undang-undang yang berlaku di Negara Mesir 
dan Syiria.  
Kemudian menurut madzhab Hambali, 
yaitu perpisahan suami dengan istrinya dengan 
iwadh yang dia ambil dari istrinya atau dari orang 
yang selain istri, dengan lafal khusus. Faidahnya 
adalah membuat si istri terlepas dari suami dalam 
bentu yang si suami tidak memiliki kemungkinan 
untuk merujuk si istri kecuali dengan keridhaan si 
istri. Dalam satu riwayat, menurut mereka khulu‟ 




tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana hal nya 
pendapat madzhab Maliki. Sedangkan pendapat 
yang rajih menurut madzhab Hambali adalah 
iwadh salah satu rukun dalam khulu‟, maka tidak 
boleh ditinggalkan, seperti halnya pembayaran 
dalam hal jual beli. Jika si suami mengkhulu‟ 
istrinya dengan tanpa iwadh, maka tidak jatuh 
khulu‟ ataupun thalak, kecuali thalak ini diucapkan 
dengan lafal thalak atau dengan niat thalak, maka 
jatuh thalak raj‟i 
Madzhab Syafi‟I dan Hambali 
menyebutkan, bahwa khulu‟ sah dengan lafal 
thalak yang bersifat terang-terangan, sindiran 
dengan diiringi niat, dan dengan bahasa selain 
bahasa Arab. Termasuk di antara lafal yang 
bersifat sindiran adalah ucapan si suami, “Aku 
jual dirimu dengan harga segini.” Maka si istri 
menjawab, “Aku beli.” Sedangkan lafal khulu‟ 
yang bersifat terang-terangan menurut madzhab 
Syafi‟i adalah lafal khulu dan al-mufadaah (tebusan).  
Menurut madzhab Hambali, yang bersifat 
terang-terangan adalah lafal khulu‟, al-mufaadaah, 
dan fasakh. Sedangkan menurut madzhab Syafi‟i 
dalam pendapat yang paling shahih, yang bersifat 
sindiran adalah seperti lafal fasakh dan semua lafal 
sindiran thalak. Menurut madzhab Hanafi, lafal 
khulu‟ yang bersifat sindiran adalah seperti 
ucapan, “Aku bebaskan kamu” dan “Kamu 
terbebas” dan “Aku haram untukmu” 
Khulu‟ sebagai salah satu bentuk putusnya 
perkawinan tidak diatur sama sekali dalam 
Undang-Undang Perkawinan. Namun KHI ada 
mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada Pasal 





Khulu‟ adalah perceraian yang terjadi atas 
permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 
iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya. 
Pasal 124 
Khulu‟ harus berdasarkan atas alasan perceraian 
sesuai ketentuan Pasal 116.  
 Secara istilah khulu‟ adalah talak yang 
diucapkan istri dengan mengembalikan mahar 
yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, 
tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada 
suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu 
dapat menceraikannya. 
 Khulu‟ adalah perceraian yang mana 
didalamnya memiliki unsur-unsur talak, dan fasakh. 
Khulu‟ mempunyai unsur talak, karena yang 
menjatuhkan atau tidak khulu‟ disitu adalah suami. 
Sedangkan istri hanya berhak mengajukan 
permohonan saja kepada suami untuk 
menkhulu‟nya. Sedangkan unsur fasakh dalam 
khulu‟ adalah permohonan istri kepada suami, 
dikarenakan istri sudah tidak suka, senang atau 
benci sehingga istri menginginkan untuk bercerai 
dengan suaminya. Dari beberapa penjelasan 
diatas, maka yang dimaksud khulu‟ adalah suatu 
permohonan dari seorang istri untuk diceraikan 
oleh suami dengan memberikan uang tebusan 
(iwadh) yang disepakati. 
Ada beberapa hal dalam ayat tersebut yang 
merupakan karakteristik dari perceraian dalam 
bentuk khulu‟ dibandingkan dengan yang lainnya, 
yaitu: 
Pertama, perceraian dalam bentuk khulu, 
disebabkan oleh adanya sesuatu, yaitu 
kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan 




ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan 
kewajiban. 
Kedua, perceraian itu memberikan uang tebusan 
(iwadh) dari pihak istri yang diterima oleh suami 
yang menceraikannya. 
Ketiga, keinginan perceraian muncul dari pihak 
istri. 
Didalam khulu‟ terdapat uang tebusan 
(iwadh). Tebusan (iwadh) adalah apa yang diambil 
oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelulusan 
gugatan cerainya. Jika uang iwadh tersebut belum 
diberikan oleh pihak istri kepada pihak suami, 
maka selama itulah tergantungnya perceraian. 
Setelah uang iwadh itu diserahkan oleh pihak istri 
kepada pihak suami maka terjadilah perceraian. 
Uang iwadh atau uang tebusan harus 
mempunyai nilai, dan jumlahnya boleh sama, 
kurang, atau lebih dari mahar. Segala sesuatu yang 
dapat dijadikan mahar dapat dijadikan iwadh atau 
tebusan. 
Diketahui para ulama berbeda pendapat 
mengenai uang iwadh (tebusan), namun perbedaan 
itu hanya sebatas apakah uang iwadh itu harus sama 
kadarnya, atau kurang dari jumlah mahar yang 
pernah diberikan suami kepada istrinya. Tentang 
besaran harta yang boleh digunakan untuk 
membayar khulu‟, Imam Maliki, Imam Syafi‟i, dan 
beberapa ulama mengatakan, boleh seorang istri 
melakukan khulu‟ dengan memberikan harta yang 
lebih banyak dari mahar yang telah ia terima dari 
suami jika ia melakukan nusyuz, atau memberikan 
yang sama, atau memberikan yang kurang dari itu. 
Dan menurut sebagian ulama yang lain, sang suami 




maskawin yang pernah ia berikan kepada istrinya, 
berdasarkan pengertian lahirlah hadits Tsabit. 
 
2. Dasar Hukum Khulu dan Uang Iwadh 
Khulu‟ ialah perceraian dengan kehendak 
istri. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah 
boleh atau mubah. Dasar kebolehannya terdapat 
dalam Al-Qur‟an dan terdapat pula dalam hadist 
nabi, telah berlaku secara umum baik sebelum 
datangnya nabi atau seseudahnya. Adapun dasarnya 
dari Al-Qur‟an adalah firman Allah dalam surat al-
Baqarah ayat 229: 
...                         
       ....   
   Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami 
dan istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka 
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang 
diberikan istri untuk menebus dirinya. (Q.S. al-Baqarah 
(2) ayat 229). 
Kemudian dasar hukum dari As Sunnah adalah 
hadist dari Ibnu Abbas, yaitu: 
ي  ا َل  ََشَّاس   ْبن   قَ ْيس   ْبن   ََثب ت   اْمرَأَة   َجاَءت  : قَالَ  َعبَّاس   اْبن   َعن    َرس ْولَ  يَ : فَ َقاَلتْ  ص النَّب 
 َرس ْول   فَ َقالَ . ْساَلم  ْال   ف   اْلك ْفرَ  اَْكَره   َلك ني  وَ  د ْين ، لَ  وَ  خ ل ق   ف   َعَلْيو   اَْعت ب   َما ا ني  هللا ،
 ا ق َْبل  : ص هللا   َرس ْول   فَ َقالَ . نَ َعمْ : َقاَلتْ  َحد يْ َقَتو ؟ َعَلْيو   اَتَ ر ديْينَ : وسلم عليو هللا صلى هللا  
َقة   طَليْقَها وَ  ْاحَلد يْ َقةَ   (البخاري رواه) َتْطل ي ْ
 
Dari Ibnu „Abbas, ia berkata : Istri Tsabit 
bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, 
lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak 
mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, 
tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. 




kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia 
menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda 
(kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah 
dia sekali”. HR. Al Bukhari ( pembahasan: Thalak, 
bab: Khulu‟). 
Khulu‟ yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan 
As-Sunnah di atas yaitu, sang istri ingin berpisah 
dengan suaminya bukan karena keburukan 
akhlaknya, juga bukan karena kekurangan 
agamanya. Hanya saja ia takut melakukan kekafiran 
dalam menggauli suaminya, dan lalai untuk 
melakukan apa yang harus dia lakukan untuk 
suaminya, akibat besarnya rasa benci kepadanya. 
Oleh karena itu Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wa 
sallam memerintahkannya dengan perintah yang 
bersifat arahan dan perbaikan, bukannya bersifat 
wajib, untuk mengembalikan ladangnya yang dia 
berikan untuk mahar istrinya. Ini adalah khulu yang 
pertama dalam Islam. Dalam khulu‟ ini ada makna 
pemberian iwadh. 
 
3. Rukun dan Syarat Khulu 
Khulu‟ adalah suatu permohonan dari 
seorang istri untuk diceraikan oleh suami dengan 
memberikan uang tebusan (iwadh) yang disepakati 
kedua belah pihak. Didalam khulu‟ terdapat 
beberapa unsur yang merupakan rukun yang 
menjadi karakteristik dari khulu itu dan didalam 
setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir 
keseluruhannya menjadi perbincangan dikalangan 
ulama. 
Adapun yang menjadi rukun dari khulu‟ itu adalah: 





2. istri yang meminta cerai dari suaminya 
dengan uang tebusan 
3. uang tebusan atau iwadh  
4. shigat khulu‟ 
5. alasan untuk terjadinya khulu‟ 
Pertama: Suami. Syarat suami yang menceraikan 
istrinya dalam bentuk khulu‟ sebagaimana yang 
berlaku dalam talak adalah seseorang yang 
ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara‟, 
yaitu akil baligh, dan bertindak atas kehendaknya 
sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat 
ini, suami yang belum dewasa atau gila, maka yang 
menceraikan dengan nama khulu‟ adalah walinya. 
Demikian pula keadaannya seseorang yang berada 
dibawah pengampuan karena kebodohannya yang 
menerima permintaan khulu‟ istri adalah walinya.  
Kedua: Istri yang di khulu‟. Ia adalah seseorang yang 
berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya 
atau yang telah diceraikan, namun masih berada 
dalam iddah raj‟iy. Kemudian istri juga seorang yang 
telah dapat bertindak atas harta; karena untuk 
keperluan pengajuan khulu‟ ini ia harus 
menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus 
seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada 
dibawah pengampuan, dan sudah cerdas dalam 
bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi 
persyaratan ini, maka yang melakukan khulu‟ adalah 
walinya, sedangkan uang iwadh dibebankan kepada 
hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak 
wali. Khulu‟ boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti 
walinya dengan persetujuan istri. Khulu‟ seperti ini 
disebut khulu‟ ajnabi. Pembayaran iwadh dalam 





Ketiga: Adanya uang tebusan atau uang iwadh. 
Tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat. 
Mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai 
rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya 
khulu‟. Pendapat lain, diantaranya satu riwayat dari 
Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh 
terjadi khulu‟ tanpa iwadh. Alasannya adalah bahwa 
khulu‟ itu adalah salah satu bentuk dari putusnya 
perkawinan, oleh karena nya boleh tanpa iwadh, 
sebagaimana berlaku dalam talak. Adapun yang 
berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang 
berkenaan dengan iwadh itu menjadi perbincangan 
ulama. Mereka sepakat tentang iwadh itu dalam 
bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai 
sebagaimana yang dimaksud dalam hadist Nabi 
Shlallahu alaihi wa Sallam tentang istri Tsabit yang 
telah dijelaskan diatas. Tentang nilai mereka 
berbeda pendapat.  
  Menurut kebanyakan ulama, termasuk 
Usman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, 
Mujahid, al-Nakhaiy dan berkembang dikalangan 
madzhab Hanafiah, Malikiah, Syafi‟iah dan 
Hanabilah, termasuk ulama Zhahiriyah, iwadh itu 
tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi 
ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad 
perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara 
suami dan istri. Yang di jadikan alasan ulama ini 
adalah ayat 229 pada surat al-Baqarah tersebut 
diatas yang tidak menjelaskan batas tertentu.  
  Sebagian ulama diantara „Atha, Thawus, 
al-Zuhri dan Amru bin Syu‟eb berpendapat bahwa 
iwadh itu tidak boleh melebihi ukuran mahar yang 
diberikan suami waktu akad perkawinan. Alasan 
yang digunakan oleh ulama ini adalah hadist 




pendapat ini jika istri menuntut lebih dari batas itu, 
maka boleh diterima suami hanya sebanyak mahar 
yang diberikan nya dan selebihnya harus 
dikembalikan kepada istri.  
 
4. Tujuan dan Hikmah Khulu 
   Tujuan dari kebolehannya khulu‟ itu 
adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan 
dan kemudharatan yang dirasakannya bila 
perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si 
suami karena ia sudah mendapat iwadh dari istrinya 
atas permintaan cerai dari istrinya itu.  
Adapun hikmah dari hukum khulu‟ itu 
adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan 
dengan suami istri. Bila suami berhak melepaskan 
diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan 
cara talak, istri juga mempunyai hak dan 
kesempatan bercerai dari suaminya dengan 
menggunakan cara khulu‟. Hal ini didasarkan 
kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu 
merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak 
dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain. 
 
5. Akibat Khulu 
Bila telah diucapkan shigat khulu‟ oleh suami 
atas kehendak sendiri dan telah memberikan 
tebusan, maka perkawinan terputus dalam bentuk 
talak ba‟in sugra dan dalam arti tidak boleh rujuk, 
namun dibolehkan melangsungkan perkawinan 
sesudah itu.  Dari penjelasan tersebut, kita tahu 
bahwa khulu‟ sama dengan cerai gugat karena pada 
hakikatnya sama yaitu meminta cerai adalah pihak 
istri.  
Dalam hal akibat khulu‟ terdapat persoalan 




diikuti dengan talak atau tidak. Imam malik 
berpendapat bahwa khulu‟ itu tidak dapat diikuti 
dengan talak, kecuali jika pembicaraannya 
bersambung. Sedangkan Imam Hanafiah 
mengatakan bahwa dapat diikuti tanpa memisahkan 
antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan 
segera atau tidak.  
Perbedaan pendapat ini teradi karena golongan 
pertama berpendapat bahwa iddah termasuk 
hukum talak, sedangkan Imam Abu Hanifah 
berpendapat hukum nikah. Oleh karena itu, ia 
tidak membolehkan seorang menikahi perempuan 
yang saudara perempuannya masih dalam iddah 
dari talak ba‟in. 
 
6. Hukum Acara Khulu di Pengadilan Agama 
Sebagaimana pembahasan sebelumnya 
bahwa pengertian khulu adalah perceraian yang 
terjadi atas permintaan istri dengan memberikan 
tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan 
suaminya. Seorang istri yang mengajukan percerai 
dengan jalan khulu, menyampaikan 
permohonannya kepada Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-
alasannya. Alasan-alasan dalam cerai khulu harus 
didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana 
diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan 
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. 
Setelah alasan-alasan cerai telah terbukti 
dan kedua belah pihak sepakat tentang besarnya 
iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama 
memberikan penetapan tentang izin bagi suami 
untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang 
pengadilan. Terhadap penetapan itu tidak dapat 




Perceraian dengan jalan khulu 
mengakibatkan perkawinan putus dengan talak 
khuluk (bukan dengan putusan Pengadilan) dan 
bukan berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat 
dirujuk. Sementara istri harus menjalani masa 
iddah seperti dalam talak biasa (bukan sekali 
haid), dan suami bebas dari kewajiban untuk 
membayar nafkah iddah terhadap bekas istri. 
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan 
tentang besarnya iwadh atau tebusan pengadilan 
agama memeriksa dan memutuskan sebagai 
perkara biasa. Apabila alasan-alasan cerai telah 
terbukti dapat diputuskan dengan khulu, besarnya 
tebusan ditetapkan oleh hakim dengan 
pertimbangan yang adil dan bijaksana, tebusan 
tersebut harus telah dibayar pada saat putusan 
dijatuhkan dan perceraian terjadi dengan talak 
khul‟i. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
A. Penerimaan dan Penyaluran Uang Iwadh 
Uang iwadh adalah sesuatu yang harus 
diberikan oleh seorang istri kepada suaminya, apabila 
sang istri ingin melakukan gugatan perceraian 
terhadap suami dengan jalan khulu‟. Sebelum 
diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang dilaksanakan 
dengan Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia 
Nomer 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991. 
Pengadilan Agama hanya mengenal adanya dua jenis 
perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai 





Dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum 
Islam ada perubahan signifikan dalam perkara 
perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya 
hukum acara khulu‟. Sebelumnya, seorang istri jika 
ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan 
suaminya ia bisa mengugat cerai suaminya melalui 
pengadilan yang akan memutuskan hubungan 
perkawinan keduanya. Maka di dalam Kompilasi 
Hukum Islam seorang istri juga bisa mengajukan 
perceraian dengan jalan khulu‟ (talak tebus) kepada 
dan dengan persetujuan suaminya. 
Selanjutnya, perceraian melalui jalan khulu‟ ini 
adalah bagian dari perkara cerai gugat dengan 
tambahan uang tebusan atau uang iwadh yang 
dibayarkan oleh istri dan diserahkan kepada suami 
untuk diberikan kepada Pengadilan Agama, maka 
setelah itu jatuhlah thalak khulu‟ dari suami yang 
disampaikan di depan Pengadilan Agama. Maka dari 
itu, apabila seorang istri hendak memutuskan ikatan 
perkawinan, maka ia bisa melakukan gugat cerai 
dengan jalan khulu‟ 
Namun pada prosesnya, perceraian melalui 
jalan khulu‟ tidak memberikan kemudahan begitu saja 
kepada istri untuk memutuskan ikatan perkawinan 
dengan suaminya, ia harus tetap memiliki alasan-
alasan sebagaimana yang harus dia buktikan dalam 
cerai gugat biasa, bahkan dalam konsekuensinya ia 
harus membayar uang tebusan atau uang iwadh kepada 
suaminya yang sesuai ketentuan yang berlaku dan 
setelah putusan itu terjadi, maka ia tidak berhak atas 
nafkah suami selama masa iddah yang dia jalani karena 
perkawinan bukan berakhir karena putusan 
pengadilan, tetapi karena kesediaan suami 
mengikrarkan talak kepada istrinya setelah tebusan 




Maka dari itu, seorang istri akan memilih 
dengan mengajukan gugatan cerai biasa yang tidak 
mempersulit dirinya, serta tidak membebani dalam hal 
memberi uang tebusan atau ganti rugi kepada suami 
dan ia akan tetap mendapatkan nafkah dari sang 
suami ketika sang istri menjalani massa iddah. 
Daripada, ia mengajukan gugatan cerai melalui jalan 
khulu‟ yang di dalamnya mengharuskan memberi uang 
tebusan atau iwadh kepada suami serta tidak 
mendapatkan nafkah sewaktu massa iddah.  
Adapun, laporan jumlah perkara khulu‟ dan 
pembayaran uang iwadh di Pengadilan Agama Serang 
dalam dua tahun yang lalu, yaitu antara tahun 2016 - 
2017, yaitu:  

































2 Februari 6 Rp. 60.000 2 Februari 0 Rp. 0 
3 Maret 5 Rp. 50.000 3 Maret 10 Rp. 100.000 
4 April 1 Rp. 10.000 4 April 0 Rp. 0 
5 Mei 0 Rp. 0 5 Mei 0 Rp. 0 
6 Juni 7 Rp. 70.000 6 Juni 6 Rp. 60.000 
7 Juli 1 Rp. 10.000 7 Juli 5 Rp. 50.000 
8 Agustus 0 Rp. 0 8 Agustus 0 Rp. 0 
9 September 0 Rp. 0 9 September 0 Rp. 0 
1
0 
Oktober 1 Rp. 10.000 10 Oktober 2 Rp. 20.000 
1
1 
November 1 Rp. 10.000 11 November 1 Rp. 0 
1
2 
Desember 0 Rp. 0 12 Desember 0 Rp. 0 
 
  Total Rp. 240.000     Total Rp. 230.000   
  














   
      
































2 Februari 4 Rp. 40.000 2 Februari 0 Rp. 0 
3 Maret 0 Rp. 0 3 Maret 4 Rp. 40.000 
4 April 1 Rp. 10.000 4 April 0 Rp. 0 
5 Mei 3 Rp. 30.000 5 Mei 0 Rp. 0 
6 Juni 2 Rp. 20.000 6 Juni 0 Rp. 0 
7 Juli 3 Rp. 30.000 7 Juli 9 Rp. 90.000 
8 Agustus 3 Rp. 30.000 8 Agustus 0 Rp. 0 
9 September 3 Rp. 30.000 9 
Septemb
er 
0 Rp. 0 
10 Oktober 1 Rp. 10.000 10 Oktober 6 Rp. 60.000 
11 November 3 Rp. 30.000 11 
Novemb
er 
0 Rp. 0 
12 Desember 1 Rp. 10.000 12 
Desemb
er 
5 Rp. 50.000 
 
  Total 
Rp. 
240.000     Total 
Rp. 
250.000   
 
Jika kita perhatikan tabel diatas, mengenai 
laporan pembayaran uang iwadh (tebusan) di 
Pengadilan Agama Serang pada tahun 2016 – 2017, 
dapat penulis ketahui bahwa perceraian melalui jalan 
khulu‟ jumlahnya tidak menentu di setiap bulannya, 
dikarenakan perceraian melalui jalan khulu‟ ini tidak 
memberikan kemudahan kepada pihak istri, 
melainkan memberikan beban kepada sang istri dalam 




yang mana istri diharuskan membayarkan uang iwadh 
(tebusan) kepada suaminya.  
Oleh karena itu, dalam perkara perceraian ini 
istri lebih banyak mengajukan gugat cerai biasa 
daripada cerai gugat melalui jalan khulu‟, yang mana 
ini terjadi di Pengadilan Agama Serang dengan rentan 
waktu 2 tahun ini. Pada dasarnya, perkara cerai gugat 
dengan jalan khulu‟ di Pengadilan Agama mesti 
disertai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak suami 
terhadap taklik thalak. Yang mana, taklik thalak 
tersebut sebagai perjanjian pihak suami yang 
digantungkan kepada syarat dengan maksud untuk 
melindungi pihak istri dari tindakan sewenang-wenang 
pihak suami yang biasanya dibacakan setelah akad 
nikah berlangsung, berbeda dengan halnya cerai gugat 
biasa. Oleh karena itu, kebanyakan istri yang hendak 
melakukan cerai gugat lebih memilih cerai gugat biasa 
dibandingkan cerai gugat dengan jalan khulu‟. 
 Kemudian, mengenai isi taklik thalak itu 
sebagaimana yang ditulis dalam buku pernikahan  
adalah sebagai berikut:  “Sesudah akad nikah, 
saya…….. bin…… berjanji dengan sesungguh hati, 
bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai 
seorang suami dan akan pergauli istri saya 
bernama….. binti……. dengan baik (mu‟asyarah 
bilma‟ruf) menurut ajaran syariat Islam.  
Selanjutnya  kepada istri saya tersebut saya 
menyatakan sighat ta‟lik sebagai beriku: 
Apabila saya : 
1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut; 
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) 
bulan lamanya; 




4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 
selama 6 (enam) bulan atau lebih, 
Dan karena perbuatan saya tersebut, lalu istri 
saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima 
oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya 
membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu 
rupiah) sebagai „iwadh (tebusan) kepada saya, maka 
jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan 
Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 
„iwadh (tebusan) tersebut dan menyerahkannya kepada 
Badan Kemakmuran Masjid untuk keperluan ibadah 
sosial. 
Maka dari itu dalam taklik thalak, uang tebusan 
atau iwadh dapat diberikan kepada selain suami, yang 
dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Akan tetapi, 
jika didalam persidangan tidak ditemukan kesepakatan 
tentang besarnya uang iwadh atau tebusan, maka 
jatuhlah perceraian tersebut ke dalam cerai gugat biasa 
dan tidak dengan jalan khulu‟, akan tetapi jika terjadi 
kesepakatan tentang besarnya uang iwadh maka dapat 
dijatuhkan ke dalam cerai gugat karena khulu‟. Dan 
juga istri harus memastikan bahwa pihak suami telah 
membacakan taklik thalak, jika pihak suami tidak 
membacakan taklik thalak tersebut, maka taklik thalak 
dianggap tidak ada. 
Mengenai uang iwadh tersebut dapat diberikan 
langsung ke suami atau kepada selain suami yang 
dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, untuk 
dipergunakan bagi kepentingan ibadah sosial, 
sebagaimana yang disebutkan dalam taklik thalak, 
yang berbunyi: “Maka apabila saya melanggar salah 
satu dari janji saya tersebut, sedang istri saya tidak 
ridha dan mengadukannya hal kepada Pengadilan 




dengan itu, atau instansi lainnya yang mengurus 
pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan dan 
diterima oleh pengadilan, apabila istri saya membayar 
uang sebesar Rp. 10.000 sebagai iwadh maka jatuhlah 
thalak saya satu kepada istri saya itu. Kepada 
pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk 
menerima uang iwadh itu dan memberikannya untuk 
kepentingan ibadah sosial. 
Maka dengan demikian, implementasi 
pembayaran uang iwadh di Pengadilan Agama Serang, 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
ada di Indonesia, dan tidak ada kesalahan dalam 
implementasinya di dalam penerimaan uang iwadh 
tersebut, karena uang iwadh tersebut dipergunakan 
untuk kepentingan ibadah sosial. Sebagaimana taklik 
thalak itu dirumuskan oleh Mentri Agama  Republik 
Indonesia, dalam Pasal 11 ayat 4 Peraturan Mentri 
Agama No 2 tahun 1990. 
Pasal 23 ayat 3 Peraturan Mentri Agama No 7 
tahun 2007 bahwa taklik thalak itu diterapkan oleh 
Mentri Agama. Dan mengenai besaran uang iwadh 
tersebut, diatur dalam KMA No. 441 tahun 2000 yang 
besaranya Rp. 10.000. 
Meskipun demikian meski sudah sesuai dengan 
ketentuasn perundang-undangan dalam prakteknya, 
pengumpulan laporan pembayaran uang iwadh 
tersebut masih tidak beraturan. Hal ini terlihat dari 
data laporan pembayaran uang iwadh yang 
menunjukkan adanya ketidakdikdisiplinan petugas 
dalam membuat laporan pembayaran uang iwadh. 
Seharusnya pembayaran uang iwadh harus dilaporkan 
setiap bulannya, baik kecil ataupun besar, akan tetapi 
pada realitanya laporan tersebut justru dimasukkan ke 
dalam bulan-bulan berikutnya. Sehingga dari hasil 




pembaca karena tidak sesuai dengan fakta data di 
lapangan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Serang 
perlu memperhatikan ulang sistematika pelaporan 
baik pada proses penghimpunan, pembayaran 
msupun pnyelalursn uang iwadh. 
  
B. Pendapat Hukum Islam Mengenai Pembayaran 
Uang Iwadh 
Mengenai pembayaran uang iwadh di 
Pengadilan Agama yang implementasinya diserahkan 
kepada Badan Kemakmuran Masjid untuk 
kepentingan ibadah sosial bukan kepada suami, perlu 
diketahui bahwa di Pengadilan Agama, uang iwadh itu 
terjadi apabila adanya pelanggaran taklik thalak serta 
pihak suami telah menanda tangani taklik thalak 
tersebut di dalam buku nikah, yang mana hal tersebut 
merupakan syarat mutlak apabila ingin mengajukan 
gugatan cerai melalui jalan khulu‟. 
Cerai gugat di Pengadilan Agama dan menurut 
hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan, 
yang mana dalam persamaannya cerai gugat di 
Pengadilan Agama dan Menurut hukum Islam adalah 
sama-sama diminta oleh pihak istri, sedangkan 
perbedaannya adalah cerai gugat dalam Pengadilan 
Agama tidak mesti harus membayar uang tebusan 
(iwadh), sedangkan cerai gugat menurut Islam harus 
membayar uang tebusan (iwadh).  
Begitu juga dengan khulu‟, memiliki perbedaan 
antara di Pengadilan Agama dan menurut hukum 
Islam. Jika di Pengadilan Agama, khulu‟ harus 
mempunyai sebab yakni adanya pelanggaran taklik 
thalak, sedangkan menurut hukum Islam khulu‟ terjadi 
tidak harus didasari oleh taklik thalak, artinya istri bisa 




Sedangkan dasar hukum khulu‟, yaitu surat al-
Baqarah ayat 229: 
...                         
       ....   
   Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan 
istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak 
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri 
untuk menebus dirinya. (Q.S. al-Baqarah (2) ayat 229). 
Kemudian dasar hukum dari As Sunnah adalah 
hadist dari Ibnu Abbas, yaitu: 
ي  ا َل  ََشَّاس   ْبن   قَ ْيس   ْبن   ََثب ت   اْمرَأَة   َجاَءت  : قَالَ  َعبَّاس   اْبن   َعن   : فَ َقاَلتْ  ص النَّب 
 ف   اْلك ْفرَ  اَْكَره   َلك ني  وَ  د ْين ، لَ  وَ  خ ل ق   ف   َعَلْيو   اَْعت ب   َما ا ني  هللا ، َرس ْولَ  يَ 
: قَاَلتْ  َحد يْ َقَتو ؟ َعَلْيو   اَتَ ر ديْينَ : وسلم عليو هللا صلى هللا   َرس ْول   فَ َقالَ . ْساَلم  ْال  
َقة   طَليْقَها وَ  ْاحَلد يْ َقةَ  ا ق َْبل  : ص هللا   َرس ْول   فَ َقالَ . نَ َعمْ   (البخاري رواه)  َتْطل ي ْ
Dari Ibnu „Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin 
Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia 
berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela 
dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku 
tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian 
Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu 
mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab, 
“Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), 
“Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”. HR. Al 
Bukhari ( pembahasan: Thalak, bab: Khulu‟). 
Dari keterangan hadits diatas, disebutkan 
bahwa iwadh tersebut diberikan kepada Tsabit itu 
sendiri, karena ia sebagai suaminya bukan kepada 
selain suami sebagaimana halnya di Pengadilan 
Agama. Akan tetapi, di Pengadilan Agama tidak 
demikian karena adanya pelanggaran taklik thalak, dan 
taklik thalak itu sendiri dirumuskan oleh Mentri 




Indonesia itu yang diakui di Indonesia adalah hukum 
tertulis, maka dalam hal khulu‟ yang didasari dengan 
pelanggaran taklik thalak, maka uang pelanggaran 
tersebut (uang iwadh) dapat diserahkan kepada selain 
suami untuk digunakan kepentingan ibadah sosial.  
Adapun qawaid fiqhiyah yang digunakan untuk 
kasus tersebut yaitu:  
 ش ر وط ه م َعَلى اْلم سل م ْون
Orang-orang Islam itu terikat selama perjanjian itu tidak 
menyalahi hukum Allah 
Sangat jelas, apabila tidak adanya pelanggaran 
taklik thalak itu sendiri, maka cerai gugat itu diputus 
dengan cerai gugat biasa tanpa adanya tebusan. 
Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 1, 
yaitu: 
                …     
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 
(Q.S. al-Maidah: 1) 
Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa, 
apabila ada suatu perjanjian, maka perjanjian itu 
hendaknya diterapkan. Dalam permasalahan ini, dapat 
dikaitkan dengan taklik thalak yang mana merupakan 
perjanjian suami apabila ia melanggar taklik thalak 
tersebut, maka ia menguasakan kepada hakim untuk 
memutuskan dan menerima uang iwadh tersebut, dan 
diberikan untuk kepentingan ibadah sosial, apabila 
istri mengajukan gugatan cerai.  
Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai 
uang iwadh (tebusan), namun perbedaan itu hanya 
sebatas apakah uang iwadh itu harus sama kadarnya, 
atau kurang dari jumlah mahar yang pernah diberikan 
suami kepada istrinya. Namun, para ahli fiqh berbeda 
pendapat mengenai kadar iwadh tersebut, dan 




1. Tidak disunahkan melebihi kadar yang 
diberikan oleh suami ketika akad. Pendapat ini 
berasal dari kalangan Hambali, menurut 
Hambaliyah khulu‟ tetap sah jika melebihai 
kadar mahar, namun hukumnya makruh. 
Mereka berdalil tentang hadits Tsabit bin Qais 
yang berbunyi: “Nabi selalu memerintahkan 
mengambil kebun dan tidak, meminta tambahan”. 
2. Konpensasi boleh kurang atau lebih dari apa 
yang dulu diberikan oleh suami. selama ada 
kerelaan diantara kedua belah pihak. Dan 
ulama yang bersepakat diantaranya, Imam 
Syaii, Ibnu Hazam, Ibnu Abbas, dan Ibnu 
Umar, dan lain-lain. Merka berdalil dengan 
surat al-Baqarah ayat 229: 
...                         
       ....   
  Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan 
istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, 
maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran 
yang diberikan istri untuk menebus dirinya. (Q.S. al-
Baqarah :229). 
Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai 
khulu‟ tanpa adanya tebusan (iwadh), dan para ulama 
membagi menjadi dua: 
1. Khulu‟ tanpa iwadh tetap sah. Pendapat 
ini dipegang oleh Imam Maliki, Imam 
Hanafi, dan Imam Ahmad, dengan 
alasan sebagai berikut: 
a. Khulu adalah bagian dari pemutus 
perkawinan, maka sama halnya 
dengan talak, ia pun tetap sah tanpa 




b. Pada awalnya disyariatkannya khulu‟ 
yakni adanya rasa tidak suka di 
dalam diri istri kepada suaminya 
dan menginginkan perpisahan, dan 
istri pun meminta agar diceraikan 
oleh suaminya, jika suaminya 
menyanggupi maka khulu‟ terjadi 
dan ia pun sah walaupun tanpa 
uang iwad.  
2. Khulu‟ tidak sah apabila tidak ada 
tebusan, pendapat ini dipegang oleh 
Imam Syafi‟I, dengan alasan berikut: 
a. Allam mengkorelasikan khulu‟ 
dengan uang tebusan, yang 
berbunyi,: “Maka tidak ada dosa 
atas keduanya, tentang bayaran 
yang berikan istri untuk menebus 
dirinya”  
b. Kemudian kisah istri Tsabit bin 
Qais,yang hendak mengugat cerai 
suaminya, lalu Nabi Shalallahu 
„Alaihi Wa Sallam: “Kembalikan 
kebunya kepadanya?” ia menjawab 
“ya” ia pun mengembalikan 
kepadanya, Nabi memerintahkan 
untuk menerimannya. 
Dengan demikian, dari sekian banyak 
perbedaan pendapat tersebut masing-masing 
memiliki dasar hukum, akan tetapi ulama tidak 
berbeda pendapat, perihal uang iwadh itu sendiri 
diberikan kepada suami atau kepada selain suami 
dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, karena pada 
dasarnya uang iwadh tersebut harus diberikan kepada 







1.           Perceraian melalui jalan khulu‟ yang terjadi 
di Pengadilan Agama Serang jumlahnya tidak 
terlalu banyak dan tidak menentu, hal ini 
disebabkan karena perceraian melalui jalan khulu‟ 
membutuhkan sebuah uang tebusan yang 
diberikan oleh isteri kepada suaminya dan sang 
istri tidak dapat menerima nafkah ketika massa 
iddah, sehingga istri lebih memilih dengan gugatan 
cerai biasa yang tidak mempersulit dirinya, serta 
tidak membebani dalam hal memberi uang 
tebusan atau ganti rugi kepada suami dan ia akan 
tetap mendapatkan nafkah dari sang suami ketika 
sang istri menjalani massa iddah. 
        Implementasi pembayaran uang iwadh di 
Pengadilan Agama Serang diketahui tidak 
menyalahi peraturan yang berlaku. Dan pada 
prakteknya, uang iwadh tersebut diberikan kepada 
Badan Kemakmuran Masjid untuk kepentingan 
ibadah sosial, dan tidak diberiikan kepada sang 
suami, yang besarnya Rp. 10.000. Sebagaimana 
telah diatur dalam PMA No. 02 tahun 1990, Pasal 
11jo Peraturan Mentri Agama No. 03 tahun 2007, 
Pasal 23jo KMA No. 441 tahun 2000.  
 
2.    Dalam hukum Islam tidak terjadi 
perbedaan pendapat mengenai penyerahan uang 
iwadh kepada suami atau kepada selain suami 
dalam hal ini Pengadilan Agama. Akan tetapi 
perbedaan pendapat yang terjadi di dalam hukum 
Islam mengenai uang iwadh adalah besaran  
mengenai uang iwadh (tebusan) yang diberikan 
oleh istri kepada suami, namun perbedaan itu 




kadarnya, atau kurang dari jumlah mahar yang 
pernah diberikan suami kepada istrinya. 
 
B. Saran 
1. Bagi suami istri 
Bagi istri apabila ingin mengajukan gugatan 
perceraian, diharap bisa mempertimbangkan 
apakah ia akan memilih gugatan cerai dengan jalan 
khulu‟ yang mana sang istri harus memberika uang 
iwadh dan tidak menerima nafkah dalam massa 
iddah atau ia memilih gugatan cerai dengan jalan 
biasa yang tanpa uang tebusan dan tetap 
mendapatkan nafkah ketika massa iddah 
berlangsung. Begitupun kepada suami, apabila istri 
mengajukan gugatan cerai dengan jalan khulu 
diharapkan tebusan uang iwadh itu tidak 
mempersulitkan istrinya. 
2. Bagi Pengadilan Agama 
Dalam prakteknya, pembayaran uang iwadh di 
Pengadilan Agama Serang sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, dan mungkin untuk 
selanjutnya pihak Pengadilan Agama hendaknya  
memperhatikan ulang sistematika pelaporan baik 
pada proses penghimpunan, pembayaran maupun 
penyaluran uang iwadh 
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